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WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN f>AERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 3 T AHlJN 2011 

TENTANG 

PAJAK BUMI QAN BANGUNAN PERKOTAAN 

DENGAN RAR1't1ATTUHAN VANG MAH.A. ESA 

WALlKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa: dengan ditctapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2~ fentang 
Pajak Daemh clan Retrib\1Si Daernh, daJam upaya mcngintensilkan pcncrimaan 
Pcndapatan Asli Oaerah (PAD)' dari ~ktor P'ajak Bumi clan Bangunll!l Pcd<otaan, 
peclu mengatur lat.a cam pemungutan Pajak Bumi dan BangunanPen:otaan; 

b. bahwa berda:sarkan ~bangan se.bagairnnna dimnksud dalam huruf a, perlu 
membentuk Penituran Dacrah Kota .Palembang txmtang Pajak Bumi clan Bangunan 
Perkotaan. 

I. Undaog-Undang Nomor 28 Tal1Uo 1959 teotang Pembemukan Dacmh Ti:ngkat Il 
clan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara,RJ Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RlNomor 18'2I); 

2. Undnng-Ondang Nomor 8 Tahun 1981 tenlalig Bukmn Acara PidMa (Lembamn 
Negara.RI Tahurt 198'1 Nomor 76, Tambahari l.Ambaran Negara R1 Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor IJ Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaiau Sengketa 
Pajak (Lembatan Neg!ifa RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara 
RI·Nom_or 3684}; 

4. Ondang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan. Peraturan 
Penmdang-undangan (Lembaran N'cgara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara RJ No.mar 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcn1erimahan Daerah (Lembaran 
Negara R,l Tahun 2004 Nomor- 125, Tam.b.ahan Lembaran Negara Ri Nomor 
4437) sebagaininru, telah diubah bebempa kaB terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahuu 2008 le.ntang Pcrubaluin Undang-Undaag Nom~r 32 
Tahun 2Q04 tentang, Pemerintahan Oaerali (Lcmbaran Nagara Rl Tahun 2008 
Nomor 59, Tambaban .Lcmbarau Negara RI Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 TahUll 2004 tentang Perun~ Keuangan Aniara 
Pemerint.ah Pusat •dan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara RI Tahun 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembanw Negara RI Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara RJ Tahun 2009 Nomor 130, Tam.bahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5049); 

8. Pemturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pel11ksaM.m Rukum Acara 
Pidana (1embaran Negara ru.· Tahun 1983 ,Nomor 36, Tambahan Lembnrnn. 
Negara RI Nomor 3258).; 

9. Peraturm Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 ltmtang Pembagian Umsan 
Pemerintaban antara Pemcrintah, Pemerimahan Provinsi, dan Pemerintahan. 
Daerah K.abupaten/Kota (t.embaran Negara RI Tahun 2007 ·Nomor 28, Tambahan 
Lernbarru;l Negara RI Nomor 4 73 7); 

10·. Pcraturan l'emerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
l>emanfaatan lnsentif Pemungntan Pajak Daeral1 dan Rclribusi Daerah (Lembarnn 
Negara Rf Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5161): 
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11. Peratunm Daerah K9ta Palembang Nomor 44 Tahun 2002 teniang Kctentraman 
dan Ketcniban. (Lcmbarao Daerah Kotn Palembang Tllhun 2002 Nomor 76) 
sebagaimana telllh diubah di!ngan Peraturan Daerclb kota Palembang Nomot 13 
Tllhun 2007 ten1ang K e1Clll.C8llllll1 den Kctertiban (Lcmbaran Onerah Kot.a 
Palembang Tllhun 2007 Nomor 13); 

12. Peranmm Dae~ Kota Palembang Nomor 6 Tallun 2008 tenlang Urusan 
Pemcrintallao Kota Palembang (Lembaron Daerah Kota Palembang 
Tnhun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Oaerab Kota Palembang Nomor 9 1'al\un 2008 tcotang Pembcntukan, 
Susunan Organisasi dan Tntn l<erja Dfoas Dnerah Kota Palembang (l..embaran 
Daerllh Kota Pall;mbang Tllhun 2008 N9mor 9), 

Dengan Persetujuan Bcrsama 

DEWAN Pmt\VAKILAN RAKYAT DAERAil KOTAPALEMDANG 

dan 

W ALlKOTA PALEMBANG 

MEMD71.JSKAN : 

PERJ\TIJRAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
,PffilKOTAAN 

BABl 

KETKNTUAN UMUM 

Pual I 

Da.lrun Pemturnn Daerah ini yang dimaksud di!ngan : 

1. Daerah a!;lalah Kota Palembang. 
2. P-emerintah Kota ndalllh Pemerintab Kota Palembang. 
3. WaUkota adal.ah Wal.ikotaPalembang. 
4. Dinas Pendapatan Oacmh ada.lah Di.nM Pendapatnn Dacrah KotaPalembang. 
5. Kcpala Dinas adalah K,epala Dinas Pendapatan Daerab Kola Palembang. 
6. Baden ndalah sekumpulan orang d.an/atau mod.aJ yang merupakan kesntl.Uln, baik 

yang mcla.l(ukau usaha yang meUputi perscroan ter~tas. perseroan komamliter, 
perseroao Jaionyo, badao. usaha milik oegam (BUMN), atau baden usaha ruil.ik 
daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, fuma, kongsi, kopemsi, dana 
pengs,iun, persekutuan, perkumpulnn, yay~. or.ganisasi massa, organisasi sosiol 
politik atau organisasi laionya, tembaga clan benuk badau laiunya termasuk kontrak 
investasi kolelctif dim bentuk usaha tetap. 

7. Pajak Bwni dan l3angwum .Perkolaan adalah Pajak atas Bwni dan l e.lau Bo.ngunan 
yang dimiliki , dikuasai. dan / al.au dimanfaatkan oleh Orang Pribadi / Sadan, 
kecuall kawasan yang digunakao 11n.1uk kegiatan·usaha perkebwian, l)erhu1anan dan 
pertambangan. 

8. Bumi adalah pcanukaan. buiru yang melipull laliah clan peiairan.,pediilaman ser_ta 
la:ut wilnyllh kota. 

9. Bangunan adalJlh konnuksi teknik yang ditanam atau dilekalkan. secan1 tetap ·pada 
1a1tah d_an/atau pero.itan pedalaman dan/atau laut. 

10.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adala!l ba:rga rata-rata 
yang diperoleh dari mmsaksi ju.al beli yang terjadl secara wajar, dan bil81ll8I18 tidak. 
1erdapat u-ansalcsi jual beli, NJOP ditcntukan. mel_a!ui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau Nillli Perolehan Baru, atau NJOP penggaJJti. 

11.Kas Umum Dacrllh adalah Kas Pemeriotah Kota Palembang; 
12.Beodaharawan Kh~-us Penerima untuk selanjuJnya dising.kat BKP ada1ah 

Bendaharawan Khusus Peuerima pacla Dinas Pendapat.an Daerah Kola Palembang. 
13.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas 1e~eotu dibidang pajak scsuai dengan 

peratumn perundang-undangan yang.bcrlalm. 
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14. Wajib Pajak ru:lcllih orang pribadi atau badiln, meliputi penibayar pajak, pcmotong 
pajak clan pemungut pajak yang mempunyai bak dan kewajiban perpajakan sesuai 
deilgan ketentuan peraturan perurulang-unda:ngan perpajakali daerah. 

LS.Masa Pajak.adalah janglta waktu I (satu) bulan kalender yang menjadi da.sar bagi 
Wajib Pajak untuk mcngbirung. mcnyctor dan melaporknn pajak yang terulang. 

16.Surot Setoran Pajak Daerah yang ~1anjutnya disiogkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyctoran pajak· yang lclab. dilakukan dcngan rnenggunaknn 
fomiulir atau tclah dilakukan dengan earn lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembaynran yang dituajtik oleb Waliko1a. 

17.Sura.t Ketetapan Pajak Daerah yang setanjutnya d.isingkat SKPD adalab Surat 
kcteuipan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang t;rutang. 

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang scfanjutnya d.ising.kat SKPDLB 
adalah Sumi Kctetapan Pajak yaog meneritukan jumlah kelebihnn pembayamn 
pajak karena jumlah kredil pajak lebih besar dari pajak · yang terhutang a tau tidak 
scharusnya terhutang. 

I !>.Sumi Ketetapan Pajak Daerah NihiJ yang selanjutnya disingkat S.KPDN adalah 
Surat Kctctapan Pajak yang menentukan jumlah pokok l'ajak sama besamya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

20.Surat Tagijian Pajak Daerah yang selanjutnya disingkal STPD adaJah surat untuk 
melal..7Jkan tagiban l?ajak dan/atau sanksi adminitrasi berupa bwiga dan/atau dcnda. 

21.Pemeriksaan adal1lh serangkaian kegiatan menghimpun dan mengo.lah da!a., 
.keteraqgan dantatau bUktl yang dilaksimak.an. sccara objcktif <fan profcsiQnal 
bcrdasarknn suatu standar pemeriksaan untuk mengujj kepatuhan pemenuban 
kewaji&an perpaja.Ran c.laeiilh danfatau .untuk tujuan lain <_lalam ra.ngka 
mclaksanakan kctcnluan pcroturan perundang-undnngan perpajakan dacrnh. 

22.Penyidikan Tindak Pidana dibidang- Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakuknn oleh l'enyidik Pegawai Negeri Sipil yang · selanjumya discbui 
Penyidik, wituk mencari serta. mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membu111 terang Tindak Pidana dibidang Pajak Dnerah yang tcrjadi scrta 
men.l'lllukaJJ tersangkanya. 

BABU 

NAM.A, OBJEK, SUBJEKDAN W AJIB PAJAK 

Pasal 2 

(l)Dengau nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaim dipungul Pajak atas 
kepemillkan, pengusahaan dan / at.au pe1nanfaatan Bumi dan / at.au Bangunan. 

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan l?etkown adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dim.iUki, dlll:uasai., dan/atau dilllllJlfaalkan olcb ormg pribadi atau badan, kecuali 
kaw;isan yang digllllnktm untuk kegiatan usaha pcrkebunan. perlu.uanan, dan 
pertambangan. 

(3) Tcrmasuk dalam penger1ian BangUlUUl adalah : 
a. Jalan liogkung-,10 yang· terlelak dalam _satu..kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik dan emplniiemennya. yang mcrupakan suatu kcsatuan dcntan kompleks 
bangunan tersebul; 

b. Jalan 101; 
c. Kolam rcnang; 
cl Pagar mewah; 
c. Tcmpat olahraga; 
f. Galanga:n kapal, dennaga; 
g. Taman m1,•w·.ib; ~ 

h. Tempat penampunganlkilang,l\1inyak, nirdan gas, pipa cninyak; dan 
i. Mcnara. 

(4) Objek Pajak ym1g tidal. dikenakan Pajak Bumi dan Bnngunan Perkotaan adalah 
objek pajak yang : 

a. Digunak.an oleh Pemerintah untuk penyelenggara~nJ>cmerintahan ; 
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b. Diguoakan semam - mata untuk melayani _kepentingan_ umum dibidang 
ibadab. sosial, kesehatan, peodidlkan dan kcbudayaan nasiooal, yaog tidak 
dimilksudkao lintuk memperolell keuntungan; 

c. Oigunakan untuk kuburan, penioggalan purbakala. atau yang sejenis dengan 
itu; 

d. Merupakan huirui lindung, tiutan suaka a1am, hutan wisata, tamarL oasic;mal , 
tanah peogembalaan yang dikuasai olcb Dacrah, dan tan.ah Negara yang 
belwn dibebani olell suatu hak; 

e. Digunnklm ol.eh perwakilan diplomatik clan konsulat berdasarkan atas 
perlakuan limbal batik; dan 

f. Digunakan oleh hadan atau perwnkilan lcmbaga internasional yang ditetapkan 
dengan Pe,dturan Mentcri Kcuangan. 

(5) Besamya Nilai Jual Ob}ek P.ajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesa:r 
Rp. 10.000.000,- ( sepulub jutarupiah) untuk setiap wajib pajak. 

Pasal 3 

(l) Setiap orang pribadi atau badan yaog memililii, menguasai aiiw memperoleh 
manlaat atas tan.ah dan / atau bangw1an wajib roendaftarkan objck pajaknya 
1ezsebut ke Dinas Pendapatan Daeroh. 

(2) Dalam hal orang pribadi atau bad.an yang memiliki, men~i atau memperolell 
manfaat atas tanah clan / atau bangunan ~~ana dimllksud ayat (1) tidak 
meodaflnrkru.1 objek pajaknyo maka okan dilakuknn pendataon olcb Dinns 
l'endapatan Daerah. 

Pasal4 

(1) Subjek Pajak Bumi dan Baogunan I'erkotaau adajab O,dOg pril,adi atau Badan 
yang secara nyala mcmpunyai suatu hak alas Bumi dan / oiau mempcroleh 
manfaat BUIS Bumi, dan I atail memilik:i, menguasai, dan / a1au mi:mperolcb 
manfaat atas Baogunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Baogtulllll Perkotaan adalab orang pribadi ata)J badan yang 
secara nyata· mernpUDyai suatau hak: atas Bumi dan / atau memperoleh maoiaat 
-atas Bumi, dan / atau mctwliki, menguasai, dan / ,alau mempcroleh m.anfa:at alas 
~ang_unan. 

BABlD 

DASAR PENGENAAN, T ARIF DAN CARA PERRITUNGAN PAJAK 

PasalS 

(I) Oasar peng_enaan Pajak Bumi d1ln Bangunan Pc-rkotaan adalah NJOP. 

(2) Besamyo NJOP sebagaimaoa dima_ks~ pada ayat (1) dlteta{lkao setiap 3 (tiga) 
1ahun, kecuali Wlluk setiap objek pajak tmentu dapat ditetapkan setiap tahuo 
sesuai deogan pcrkembnngan wi.layahnya 

(3) Peneµipao besamya NJOP sebagaimana dimaks.ud pada ayat (2) dililkukan oleh 
Wati_kota. 

Pasal 6 

Tarif P.ojak Bumi dan .Banguoan Pcrkotaan ditcurpkan paling tinggi sebesar 0,3 % 
(nol korua Liga-p='tl). 
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Pua17 

Besaron Pokok Pajak Bumi dan Ba:ngunan Petkotaan yang tcrutang dihltung dengan 
cara mengali.kan IBrif seb_agaimana dimnksud dnlam Posal 6 dcngll!l dasar pcogcnaan 
pajnk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setelah dik.1rangi Nilai Jual 
Tidnk..KenaJ>ajak sebagaimana dimak.sud dnllim Pasal 2 ayat (5). 

BAB IV 

MASA PAJAK. SAAT PA.TAK TERlITANG DAN 
SURAT PEMBERITAJIUAN PAJAK 

Pasa18 

(1) Tahlm Pajak adnlnh jangka wnktu sstu tahuo killender. 

(2) Saat yang menen.tukan I>ajak yang terutang odalah meourut kcadaan objek pajak 
pada tanggal 1 Januari. 

{3} Tenipat pajak y011g terufung adah1b diwilayah dacrah_ yang meliputi letak Objek 
Pajak'. 

Pasal 9 

{I) Pendaiaan difakukan dcngan menggwiakan SPOP. 

(2) S-POP ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi deogan jcles, bcllllt, dan 
lengkap sena ditandataogani dan disampalkan kepada Walikota yang wilByah 
kerjanya melipuli lotak Qbjck pajak, selanibat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
seLelah. tanggal diterimenya SPOP oleh subjek. pajak. 

Pasal 10 

( I} Berdasatkan SPOP, WaliJi-01amenerbii.kan SPPT. 

(2) Walikora dapal mengeluarkan SK.PD dalam hal sebagai bcrikul : 

a. SP~OP Sebagaimana dimaksud dnlnm Passi 9 ayat (2) tidak disampaikan dan 
se!elah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh. Walikota sebagalmana 
ditcntukan dalam Surat Tegumn; 

b . . Berdasarl<au basil pemeriksaan atau keterangan laln teroyata Jumlall pajak 
yang terutang lebih bcsa:r dari jumlah pajak yang,dihitung berdasarkan SPOP 
yang disampaikan olcli Wajib Pajak. 

BAB V 
PEM1JNGUTAN PAJAK 

Bagian Kwitu 
Ta~ Cara PelDWJgutan 

Pasal 11 

(1) Pajak tenitang dipwrgut di wilayah dnlrun Daerah. 

(2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(3) Wajlb pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan betdasarkan pen¢urpan 
,valikota dibayar deogan menggunakan SKPO ataU dolcwneu lain yang 
dipersamakan. 

(4) Dokumen lain yang dipersamllkan sebagaimano dlmaksud pada ayat (3) berupa 
noto perhitungl!D. 
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Bagian Kedua 
Sa.nksi Administrasi 

P11sal 12 

(1) Walikota dapat menerbitkan S'.J''PD jika: 

a. Pajak dal.am. t.ahun bcrjalao tidak atau kutang dibayar; 
b. \Va jib Pnjak. clikenakan ssnksi adminislrntif berupa bunga dan/atau denda· 

(2) Jumlah _kelnmmgan pajak yang terutang dalam STPD sebaga!mana dimaksud 
pada ayat (1) h'uruf a dan buruf b dilambah dengan sanksi administratif berupa 
bungn sebesa.r 2% { dun: person) sctiap bulan untuk paling lama 15 {lima belas) 
bulan sejak saat.1.erotangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau ku.rang dibaya:r sctelah jatuh tempo pembayaran dlkenaknn 
sanksi administmtif ~rupa bunga seQC$8.r 2% (dua perscn) sebulan dan ditagib 
melalui STPD. 

Bagism Ketiga 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihllll 

Pasal 13 

(I) STPD, Surat Keputuson P.embetulan, Surat Keputusnn Kcberntan, dan Putosan 
Banding, yang meoyebahk.ao jwnlah pajak yang hams di~yar herounbah 
merupaknn dll$M penagihan pajak dan hams dilunasi. d.alam jangka waktu paling 
lama I (satu) bulan sejak tanggal ditetbitk.a:n. 

(2) Walikota at.o.~ permobooan Wajib· Pajak sctelah m'Cmenuhi persyaratan yang 
diteotukan dapal memberihlm. pc;rsetuju.aoJ,epada Wajib Pajak untuk men11on~ur 
at.au menunda pembayoran pajak, dcngan. dikcnakan bungs scbesar 2% (dua 
pecseo) sebulan. 

(3) Ketentuan leblh lanjut mengeoai tata cara pembay8IIID, penyetomn, tempal 
pembayaran. angsuran, dan penundaan pe.mbayaran pajak diatur dcngliil 
Pernturan \V alikota. 

.Pasal 14 

( I) Pajak yang tetutnng berdasarkan STPD, Surat Kcputusao P.embetulan, Surat 
Kcputusan Kebenitan, dan Putu.san Banding yang tidak atau kurang dlbayar olch 
\Vajib Pajak pads waktunya dapai d.iiagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagiban paj\lk dengan Surat Paksa dilaksaoakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagia:n Ket1mpat 
Kcberatan da.n Banding 

PasaJlS 

( l) Wajib Pajak clapat mengajukan ke.beratan banya kepada Walikbta atau pejaba1 
yang diWUjuk alas suatu SKPD; 

(2) Kebe.ratan diajukan ~d tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dis.,"rlai 
alasan-alasan )'.llllgj elas. 

(3} Keberatan barus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
ianggal sumt, taDIJ!lal pemotongan atau pemungutan sebagaimana d.imaksud 
pa9a ayat (1), kecuali.ji:ka Wajib Pajak dapat mcnwijukJ\an babwajangka waktn 
itu tidak do.pat dipcnuhi karena keadaan di luar ke\...'llll.Sll.ll.llya 

(4) KeberataQ dapat diajukan apabila \Vajib Pajok t.elah membayar paling sedikit 
sejumJah yang telah disetujui Wajib J>ajak. 
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(5) Keberatao yang tidak mcmenuhl persyaralan sebagaimana ~d pada 
ay;n (I), ayat (2), ayiit (3), dao nyat (4) tidok dionggap sebagai SU!lit Kebenuan 
sehin,gga lidak dipertimbangkart. 

(6) Tanda penerimaan surat keberotan yang diberi.kan olch Walikota a.tau pcjabat 
yang ditunjuk atau tanda pengiri.man surdl kQberalan melalui sumt pos tereatat 
sebagai tarida hul..'ti penerimaan sunit kebemtari. 

Pl1Sllll6 

(1) Walikota dalam jaogka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggnl 
.Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas kebenuan yang 
diajukall. 

(2) Keputusan Walikorn ntas keberatan dapat berupa mwerima sel.urubnya atau 
sebagian, menolak, awu menambah besamya pajak yang renilimg. 

(3) Apabila dal~ jangka waktu sebilgiliroaoa dimaksud pada ayili (I) telah lewat 
dao Walikota lidak memberi sWitu keputusnn, keberatan yang diajukon tersebul 
dian!!:&ap diknbulkan. 

Paul 17 

(I) Wajlb Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pcngadilan 
Pajak terhadilp keputusan mcngcnaLkebcrataonya yang ditetapkan oleb Wafikom. 

(2) Peouohonan banding ·scbagaimaoa dimaksud pada ayat ( I) diajukan secar,a 
terlulis dalam bahasalndonesiq, dengan·alnsan yang jejas dalam jangka waktu 3 
(tign) bulan scjak keputusan diterima, clilampiri salinan dari sumt keputusan 
keberatan 1.ersebut. 

(3) Peogajuan pennohonao banding menanggubkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan l (~tu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusa.uBanding. 

Pa.sall8 

( I} Jika pengajum keberatan atruJ pennohonan banding d.ikabulkan scbagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayanm pajak dikembalikan ·deng_an ditarnbah imbalan 
bunga sebcsar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. 

(2) lmballlll bunga sebagaimana dimal;.sud pruia ayat ( 1} dihltung scjak bulan 
pelimasan srunpai dengan dite.rbiil<ann:ya S.KJ,-DLB. 

(3) Dalnnl hal kebcratan Wajlb Pajak. ditolak alau dikabulkan sebaglan, Wajib Pajak 
dikc.nai SBJll!3i administrat:if berupa denda sebe$ar 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah pajak berdasackao lceputusao keberruan dikumngi dc:ngan pajak yang tclab 
dibayai: sebelum mengajukan kebenilan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan pem1ohonan ban9in&, S81lksi administratif 
berupa denda sebesar 50% (lime puluh persen) sebagni.mana. dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam bal l)eJlIIOhonan. bancliog ditolak ouiu dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi edminiStratif bcrupa deoda sebesar I 00% (sernrus perscn) dari 
jumlah pajak bcrdasarlmo Put= Blinding dikul'llllgi dengan pembayanm.pajak 
yang tel.ah dibayar sebclum mengajukan keberaum. 

BagianKellma 
--Pembetulan, Pcmharalao, Pcogura.ogan Xeletapan, dan 
Pengbapusan atau Pei;igurangao Sanksi Adm.inistratif 

P.asal 1.9 

( ! } Alas perm_olionan Wajib Pajak atau karena jabaumnya, Walikota dapat 
membetulkan SKPD, STPD, yang dalam penerbi.tannya terdapat kcsalahan tulls 
dau/atau kesalahan binmg dnn/atnu kekeliruan penerapan kctentuan tcrtcutu 
dalmn peraturan perondang,undanganpe.rpajakan daerab. 
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(2) Walikota dapat: 

a. mcngurangkan· auru menghapuskan sanksi admiriistratif be.rupa bung11, dcnda, 
dan kenai.kan pajak yang ter:ul3Jlg menurut peraluran perundang-undangan 
_perpajakan daerab, dalam hal sanksi tersebut dlkenakan kilrena kekhllafan 
W~jib Pajak atau bukan karena kesalaliannyn; 

h. mengurangkan atau membatalkan SK.PD, atau STPD; 
c. menglll"!lllgkanatau membatalkan SIPD; . 
d. membatalkan hasil pemeriksaan ~t.au ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbilkan tidak sesuai dengan tata C8Jil yang ditcntukan; dan 
e. menguquigkan keletapan pajak terut.a:ng berdasarkan pertimbangan 

kemnmpuan mcmbayar Wajib Pajak atau kondisi lertentu ohjek :pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjui mengenai taia cara pengutangan at.au penghapusan sanksi 
admiokrratif dan pengurangnn mau pembatalan kctctapan pajak sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (2) diatur dcogan.PcnUuran Walikota 

BAB VJ 

PENGEMBALIANKELEDTIIAN J.>.EMBA Y ARAN PA.TAK 

Pasal20 

()) /\tas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat meogajukan permohonan 
pengembalian ke.pada Walikota. 

(2) Walikoia dalam jangka waktu paling lama 12 (dua be!Jis) bulnn, sejak 
diterilllllllya permohonan pengembalian kclcbihen pcmbayaran. Pajak 
sebag_aimana dimaksud pada ayal (l),_harus rru:mberikan kepulllsan. 

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayal (2) clan ayat (3) 1elah 
dilampaui clan Walikota tidak memberikan suatu kepuius,in, peanohonao 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
ditt:rbilkan dalam jang.ka waktu paling lama I (saru) bulan. 

(4) Apa!,)ila Wajib Pajak mempunyai ulang Pajak atau. lainnya, kelehihan 
pembayaran Pajak sebagail)lana dimoksud padn ayill ( I) langsung dipcrhiiungkan 
untuk meluoasi terlcbib dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Jilca pengemtxuian kelebihan pembayaran Pajak dilalrukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Walikota memberikan imbaJan bunga scbesar 2¾ (du~ persen). ~bulan 
atas keierlambatan pembayaI11D kelebihan pembayaran Pajak. 

(6) Tata cam pengcmbalian kelebiban pembaymm Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (L) diatur dengan Peraruran \Valikota. 

BAB VIl 

KEDALUW A.RSA .l'ENAGl.HAN 

Pasal2.t 

('1) f:lak untuk· melakukan penagiban Pajak menjadi kedaluwarsa setcl.ah mclampau.i 
wakru 5 (linta) u1hun terhitung scjak saa1 terutangnya Pajak, kecuall •apabila 
Wajib Paja..l( melalo.oomtindak pidana d~bidang petpajakan daerah. 

(2) Kedaluwa.rsa ix,'llagiban Pajak sebagairnana rlimaksud pada a,>-111 (1) tert.angguh 
apabila: 

a. diterbltkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa:; atau 
b. ads pcugakuan ut.ang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun lidak 

langsung. 
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(3) Dalam hal dit~bilkan. Surat Teguran dan Surat Paha !lellagnimMa dlmak$Ud 
pads ayat (2) huruf a, kedaluwa.1sa peoagitum dihitung sejak tanggal 
penyampaian Sural. Paksa terse but. 

(4) Pengakuan utang Pajak se£llJ'8 langsung sebagaimnna dimaksud pada ayat (2) 
bUJUf b, adalah. Wajib Pajak dengan kesadarannya meoyatnkan mnsih 
rnempunyai utang Pajak dan belwn mcll11l8Sinya kepada Pemerint.ah.Kota. 

(5) Peogal..."Uall Utllllg sccara tidak 1iU1gs1mg sebagaimana dimsksnd pada ayrn (2) 
huruf b dapat diketnhui dari pengajuan pennohonau angsufl!Jl atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waj ib Pajak. 

Pasal-22 

(1) Piutaog .Pajak yang tidak mnngkin dltagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluw.usa dapal dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Kepurusan P-eoghapusan Piutang Pajak yang sudah 
kedalmYllrs'a ~gaimana dimaksud pada ayal ( I) . 

(3) Tat.a cara pengbapusan piutang ,Pajak yang sudah kedaluw!U'Stl diatur dcngau 
Peraturan Walikota. 

13ABVUJ 

PEMBUKUAN DAN PEMERI.KSAAN 

Plisal23 

(l) Wajib Pajak yang rne!akukao usaha d;;ngan om7.ct paling sedikit 
Rp.300.000.000.- (tiga rmus juta rupiah) pcrtahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan. 

(2) Kriteria Woj ib Pajak don penenh.llUI bcsaran omzct scrta lata c8l'll pembukUllll 
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) di.atur dcngan Peraturan 
Walikoto. 

PasaJ 24 

(1) Walikota berwenang melakukan melakukan pemcrik:saan umuk menguji 
kepntuhan pcmc11uhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka 
melaksanakan penihu:an perundang-undaugan perpajakllll daerah. 

(2) Wajib Pajak y-cmg diperiksa w-ajib : 
a. Mempctlihatkan dan/alau mem.injamkmi buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan doklimen lru.o yang berbubuogan dengan objek Pajak 
yang tc.rutang. 

b. Mcmbcrik.an kesempamn untuk mema'1Uki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan membe.rikan bau1uan guna kelancaran pemeriksaan. 

c. Mcmberikan ketcrangaayang diperlukan 

(3) Kctentuan lebib lanjut .mengenai La.ta cara pen1eriksaa11 Pajak diatur deng1111 
Peraluran \Valikota. 

BABIX 

KF.TENTIJAN KHUSUS 

Pasal 2S 

( l) Sctiap peja.bat clilarang memberitahukan kepada pihak I~ segala ses_uatn yang 
dike~ui atau diberital1ukan kcpadanya oleb Wajib Pajak dalam rangka jabatao 
atau pekcrjnannyo untuk monjalankan ketenruan perarumn perun;dang-UDdangan 
pcrpajakan daerah. 
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(2) Lsrangan scbagaimana dirnaksnrl pada ayat ( I) ller.lru..11 juga terhac!Ap tenoga 
ahli yang ditunjuk olch Walikota umuk membanlu dalam pelaksanaan .ketentuan 
pemturan perundang-undangan perpajakan daetah. 

(3) Dikecualikan dari kclcntuan sebagaimana dimaksud pac!A ayat (I) c!An 
· ayai (2), adalah: 
a. Pcjabat da.n tcnaga 1lbli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalnm 

sidang pengadilan; -
b. Pejabat dan/a.Lau tenaga ah1i yang ditetapkrui oleh Wali.kota umuk 

memberiknn keterangan kcpada pejabal lcmbaga negura atau instansi 
Pernerintah yang berwenang melakukan pcmcr.iksaan dalrun bidang 
keuangan daer.lb. 

(4) Untuk kepentingan Daeroh, Walikota beiwenang mcruberi izin tertulis kcpada 
pejabat sebagaimana dimaks11d pada ayat (I) daii tenaga ahli sebagai.mana 
dimaksud pada ayal (2), agar mcmbe~ keterangan, memperlibatkan bukli 
tertulis.dari ntau teotang Wajib .Pajak kcpada p.ihak yang dihmjuk. 

(5) U-ntuk, kepentingan pemeri!Gaan di pcugadilan dalam perkara pidana atau 
pcrdata, at.as permintaan hnkim sesuai dengnn F-lukum Acarn Pi&na·ctan Hukwn 
Acara Perdala, Walik,ota dapa1 mcmberi i.zin tertulis lrepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J), clan tenaga ahli sebagaimaoa dimaksud 
pada aynt (2), untuk memberiknn dan mcmperlihalkau bukli tertulis dan 
keterangan \Vajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Pe:onintaan hakim sebag.aimana dimaksud pada .ayat (S) harus mcoycbulkan 
namn tersangk.a a1au oama tergugat, ketl')rangan yang d.imii11a, Sj;!J1a kaitan ant.am 
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan deogao ketcrangan yang 
diminta. 

BABX 

PENYIDIKAN 

Pa.ul 26 

(.I) Pejabat Pegawai Negcri Sipil tcrtentu di lingkungan -Pemcrintah Kola diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk .melakukan penyidikrui tilldak pidaua 
dibidang pcrpajakao Damili, sebagaimana dimaksud dalarn Undaog-Oodaog 
Hukum A= Pic!Ana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud padA aynt ( I) adalab p<;jabat pcgawai negeri sipil 
terteotu di lingkungllll Pemerilltab Kota yang diangkat oleh pejnbat yang 
herwenang sesu,'li dengan ketenn,an peraturan pcrundangundansan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimooa dimaksud padA ayaL (I) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dAn mcneliti ketcrangan etau laporan 
berl(enaan dcngan tindak pidllllil <li bidangix,.'TJ)l!jakan Daerah agar ketemngan 
atau l.aporan terscbut menjadi lebih lengkap don jelas ; 

b. menelit~ rneneari, dan mc::ngumpulkan kcterangan mrn~nai orang prihadi atau 
Sadan tentang kebenaran perbuatan yang.dil;ilmk1m sehubungnn dengan tindak 
pidaoa perpajakan Dacrah ; 

c. me:minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi aUlu Badan 
sel;mbungnn dengan tin~ak pidami di bidang perpajakanDaerah ; 

d. memeriksa buku, catatan, daii dokumen lain berkenrum dengan tindak pi_dana di 
bidang perpajakan Daerah ; 

e-. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan. bukti _pembukuan, 
pencalatan, dan dokume.n lain, serta :mellil-ukan penyitorui terhadap bahan bukti 
n:rscbut ; 

f. meminw bantuan tenaga ahli dalam ran,gka r,laksaoaan tugns penyidlkan 
tindak_ pidana di bidang perpajakail. D~ ; 
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g. menyurnh bcdicnli dan/atau meh1r.mg seseo:rang meninggal~an niangan atau 
tempat pada saa.t pemeriksaan sedang bcrlangsuug dan memcriksa identita~ 
orang, bcoda, dan/atau dukumen yang dibawa; 

h. memotrel seseornng yang bcr.kaitan dengan lindak pidana perpajalam Daerah ; 
1. meuuu1ggil or.mg wituk didengor ke1erang!UJ.llya dan diperiksa sebagai 

rersangko a tau saksi; · 
j. menghentikan penyictikan; dan/atau 
k. melakukau 1.iudakan lain yang_perlu untuk kelancaran pcnyidikan lintlak _pidana 

cti bidang perpajakan Oaer:ih sesuai dengan ketentuan. peraruron perundang
undangan. 

(4) Pi;nyictik sebngaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan ctimulainya 
penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
mclalui Pcnyidik pcja),->al Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
Retentuan yru1g diatur dnlam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BABXl 

KETENTUMI PIDANA 

Pasal27 

(1) Wajib Pajak >-·:mg karcna kealpaannya mcngisl Surat l'emberitabuan Obj:ek 
Pajak (SPO.P)dcngan tid_ak benar atau lidak lengka{> atau melnmpirkan .keterangan 
yang lidak bt<nar seliingga merugikan keuangan Daerah dapn.t dipidana dcngan 
pil;lana kurungan paling lama I (satu) lllhun atau pidana denda paling banyak 
2 (dua) kali jumlah pajak-terulang yang tidak atau kumn11, ctibayar. 

(2) Wojib Pajak yang dengan sengaja mcngisi Surat Perobcritahuau Objek 
Pajak (SPOP) dcngan lidak beuar atau tidak lerigkap atau me!runpirkan .keterangan 
yang t:idak benar sehingga merugfkan keuangan Daerah dapa1 dipidana dengau 
pidana peojara paling lama 2 (dua) 1ahun atau pidana denda paling banyak 
4 (empat) kali jumlah pajal- terutnng yang tidak atau.Jrurang dibayar. 

Pasal28 

Tindak pidana di bidang pelJ)lljakan Daerah tidak diluntul setelah melampaui jangka 
waktu 5 (l ima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya MIIS8 Pajak atau 
berl!khimY'd Bagian Tahun Pajak 111au oorakhimya T-abun Pajak yang bci:sangkuian. 

BABXD 

PENUTUP 

Pasal 29 

Peratlll8Jl Daerah ini mulei berlaku pada tangg,al I Januari 2.012. 

Agar setiap· orang menge.tahuiny3> memerintahkan pengundangan 1'era1uran Daersh iJtl 
dengan pe11empa1aonya dalam Lembamn Daerah Kota Palembang 
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